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ASET TANAH PUSKESMAS DI BATANG DIKEBUT, KOMISI I DPRD 

TARGETKAN RAMPUNG TAHUN INI 

Sumber 
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Isi Berita:  

Batang - Permasalahan aset tanah yang digunakan lima Puskesmas di Kabupaten Batang 

akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan tanah 

pengganti untuk aset desa yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan Puskesmas. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon menegaskan bahwa 

penyelesaian tukar guling ini harus dipercepat agar tidak terus berlarut-larut. 

“Latar belakang kenapa kami Komisi A menginisiasi rapat ini karena permasalahan ini bukan 

hanya lama, tapi lama banget. Sejak saya di Komisi B tahun 2009, Puskesmas Subah sudah 

menghadapi permasalahan ini. Selama 16 tahun lebih belum ada solusi, bahkan mungkin 

lebih lama lagi,” katanya usai memimpin rapat di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Selasa 

(25/2/2025). 

Untuk menuntaskan persoalan ini, Komisi I DPRD Batang mengundang lintas Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), termasuk bagian hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Desa (Dispermades), serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah 

(BPKPAD). 

Kukuh Fajar Romadhon menyebutkan, dari lima Puskesmas yang terlibat dalam proses tukar 

guling ini, empat diantaranya sudah memasuki tahap finalisasi. Hanya Puskesmas Subah 

yang masih dalam proses musyawarah desa. 

“Solusinya sudah ada, dari lima Puskesmas sudah berproses, tinggal satu, yaitu Puskesmas 

Subah. Tapi tadi sudah kita sepakati bersama bahwa sebelum bulan Ramadan, Desa Subah 

harus melakukan musyawarah desa untuk memilih tanah pengganti,” jelasnya. 

Ada dua pilihan tanah pengganti bagi Puskesmas Subah, yaitu di Desa Mengunharjo dan 

Desa Sengon. Namun, dalam penentuan ini, DPRD mengingatkan bahwa tukar guling aset 

tidak boleh berdasarkan nilai ekonomis semata. 

“Kita tidak boleh menghitung nilai ekonomis, karena kalau begitu tidak akan selesai. Tanah 

yang digunakan Puskesmas Subah saat ini ada di tepi jalan, sementara penggantinya berupa 

sawah. Kalau dinilai secara ekonomi, jelas berbeda. Tapi kita harus melihat hasil dari tanah 

tersebut nanti,” terangnya. 

Kepala Desa Subah Kisriyanto mengungkapkan, bahwa aset desa yang digunakan untuk 

Puskesmas Subah sudah berlangsung sejak 1972. Secara aturan, aset desa tidak boleh 

berkurang, sehingga tukar guling ini menjadi solusi yang harus segera diwujudkan. 

“Selama ini, desa dirugikan karena tidak bisa menggunakan asetnya. Tapi karena ini untuk 

kepentingan pelayanan umum, ya kami sepakat. Saya yang sudah menjabat kepala desa 

selama 18 tahun tentu secara pribadi merasa rugi karena desa tidak mendapat pemasukan dari 

tanah itu. Tapi karena ini untuk fasilitas umum, khususnya orang sakit, ya kita tidak 

masalah,” tuturnya. 

Tanah yang digunakan Puskesmas Subah seluas 3.333 meter persegi. Sesuai Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012, tanah kas desa tidak boleh diperjualbelikan, namun boleh ditukar 

dengan tanah lain yang memiliki nilai setara. 

“Sebagai langkah awal, pemerintah desa akan segera melaksanakan musyawarah desa 

(Musdes). Ini bukan seperti membeli kacang yang hari ini minta, besok langsung dapat. 

Prosesnya harus benar, termasuk kroscek dengan Kepala Puskesmas terkait tanah mana yang 

akan ditukar,” ungkapnya. 

Selain Puskesmas Subah, empat Puskesmas lainnya yang menjalani tukar guling aset 

meliputi: 
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1. Puskesmas Kandeman: Berlokasi di Tanah Kas Desa Juragan, dengan tanah 

pengganti di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, seluas 6.740 meter persegi. 

2. Puskesmas Bandar 2: Berlokasi di Desa Simpar, dengan tanah pengganti di desa yang 

sama, seluas 11.560 meter persegi. 

3. Puskesmas Blado 1: Berlokasi di Desa Bawang, dengan tanah pengganti di desa yang 

sama, seluas 14.100 meter persegi. 

4.  Puskesmas Blado 2: Berlokasi di Tanah Kas Desa Kambangan, dengan tanah 

pengganti di Desa Selopajang Timur, seluas 14.360 meter persegi. 

Dengan percepatan proses ini, DPRD Batang menargetkan seluruh tukar guling aset tanah 

Puskesmas bisa rampung tahun ini. 

“Kita ingin memastikan semuanya selesai dalam tahun ini, sehingga pelayanan kesehatan 

tidak terganggu dan desa pun mendapatkan haknya kembali,” pungkasnya. (MC Batang, 

Jateng/Edo/Sri Rahayu) 
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2. https://www.ayobatang.com/batang-raya/3714630403/proses-tukar-guling-aset-tanah-

puskesmas-di-batang-dikebut-komis-i-dprd-targetkan-rampung-tahun-ini, “Proses 

Tukar Guling Aset Tanah Puskesmas di Batang Dikebut, Komis I DPRD Targetkan 

Rampung Tahun Ini”, tanggal 25 Februari 2025. 

 

Catatan:  

• Kepentingan umun adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 

diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat.1  

• Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut 

diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: 

a. pertahanan dan keamanan nasional; 

 
1 Ibid, Pasal 1 angka 7 
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b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas 

operasi kereta api; 

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan 

lainnya; 

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; 

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

j. fasilitas keselamatan umum; 

k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar budaya; 

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; 

o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk 

pembangunan rumah umum dan rumah khusus; 

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

r. pasar umum dan lapangan parkir umum; 

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah; 

t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

dan 
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x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah. 

• Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang 

sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam 

satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan. 

• Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap 

dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres 

No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak 

selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres 

yang baru. 

• Proses pencairan konsinyasi ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat 

kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo. 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

https://radarsolo.jawapos.com/tag/konsinyasi

